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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Dari pemahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. bentuk perlindungan hukum bagi korban Malpraktik yang dilakukan 

dalam pelayanan kesehatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa 

pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang 

tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak 

tindakan medis; dan mendapatkan isi rekam medis. Terhadap 

ketentuan tersebut maka, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1880 

K/Pdt/2016 memperkuat putusan Putusan Pengadilan Negeri Atambua 

Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Atb pada tingkat pertama dan Putusan 

Pengadilan Tinggi Kupang Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT KPG 

yang menilai bahwa perbuatan melakukan operasi pengangkatan 

tulang tempurung kaki kiri pasien tanpa seizin dan sepengetahuan dari 

pasien dan keluarga pasien, serta tidak memberikan rekam medis 

pasien bukan perbuatan Malpraktik adalah sangat keliru. Sebab, 

perbuatan pihak pelayanan kesehatan merupakan jenis “Malpraktik 

Yuridis” dan masuk dalam golongan malpraktik pidana (criminal 

malpractice) sebab Malpraktik pidana terjadi apabila pasien 

meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan 

kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya 

perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. 

Malpraktik pidana karena kecerobohan (recklessness), yaitu 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi serta 

melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. 

2. Penyelesaian hukum terhadap kasus Malpraktik didasarkan pada 

ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
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2004 Tentang Praktik Kedokteran, dengan adanya upaya tuntutan 

ganti kerugian terhadap kelalaian dan kesalahan yang di akibatkan 

oleh tenaga kesehatan serta. Kemudian Undang-Undang nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur bahwa terhadap 

kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat 

dilakukan penuntutan ganti kerugian. Berikutnya di dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menempatkan pelayanan kesehatan sebagai penyedia jasa kemudian 

pasien sebagai konsumen atau penerima jasa, memiliki hak untuk 

menuntuk ganti kerugian atas kerugian terhadap mengkonsumsi 

barang atau jasa. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan 

penyelesaian hukum terhadap malpraktik dapat ditempuh melalui 

Pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan, terhadap Tenaga Kesehatan yang 

melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan 

Kesehatan luka berat maupun mengalami kematian. 

 

5.2. Saran 

Terhadap kesimpulan dari penelitian ini penulis memberikan saran 

terhadap permasalahan yang terjadi: 

1. Hakim dalam mumutus perkara harus lebih cermat dalam menentukan 

tindakan yang dilakuakan oleh pelayanan kesehatan yang dapat 

merugikan pasien, sebab dampak dari perbuatan malpraktik yang 

dilakukan oleh pelayanan kesehatan pasien sangat dirugikan. Oleh 

sebab itu, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku, terutama berkaitan dengan hak-hak pasien guna memberikan 

jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan malpraktik. 

2. Terhadap penyelesaian kasus mengenai perbuatan malpratek kiranya 

pelu sebuah produk hukum baru yang lebih spesifik membahas 

mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan 

malpraktik, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum terhadap 

permasalahan hukum yang ada di Negeri ini. 
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